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ABSTRACT

Analysis of the Delic element of Trading In Influence in Corruption criminal act. The
method used in this study is normtive type of writing as it is a type of study that seeks to
examine the juridical aspects. As well as the legal material obtained from primary and
secondary data. The results of this study that there are three forms of trading in Influence is
very influential in the renewal of criminal law in Indonesia that is the model of trading in
Influence vertically, with scalpers, and models trading in Influence horizontally, unisex
method Legal reforms against the trading in influence proceeding in Indonesia is the
evolutionary method/Evolutionary approach, global Approach, and the compromise method/
compromise Thursday, Approach. As for the Association of trading proceeding bribery in the
Act Criminal corruption is the second proceeding is almost identical but in terms of the
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range of trading proceeding influence wider because it concerns "misuse of the influence that
exists or is deemed to exist (real or supposed influence), not do or do not do" In accordance
with the will of the bribery and also trade influence is a form of bilateral relationship and
trilateral relationship this is different with a criminal offence which is a bilateral
relationship form because it occurs between the giver Bribery and bribery. The author's
suggestion should be that the Indonesian Government should immediately take legislative
action by making the act of either a change or a new law that replaces the legal provisions of
the law in terms of This mentransfotmasikan the provisions of KAK 2003. That need to be
added to the editorial article about trading in influence in law number 31 year 1999 Jo Act
number 20 year 2001 about the eradication of corruption crimes so that there is no legal
void in case of cases related of influence.
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PENDAHULUAN

dari segi finan
komitmen dari | ;_' Q80 fa penycbabl ) dana korupsi
masih tumbuh s8 l : Oengan keadilan,
hukum datang dari 3 fo dari hati sanubari
rakyat.

Korupsi telah 1a dan bahkan telah menjelma
menjadi “penyakit” yang sangat menakutkan karena sedang mewabah diseluruh dunia tanpa
diketahui obat mujarab untuk menanganinya. Hampir tidak ada lagi ruang (space) kosong
dimuka bumi ini dimana seseorang tidak melakukan korupsi (tindak pidana korupsi),
khususnya dinegara-negara dunia ketiga (developing and under-developing countries). Oleh
karena itu, dengan sifat “mewabah” yang melekat padanya, maka korupsi bukan hanya
menjadi masalah nasional disuatu negara, akan tetapi telah menjadi masalah internasional
yang harus diselesaikan. Dalam memberantas korupsi diperlukan kerjasama antar negara,

terutama untuk kasus korupsi lintas negara. Kerjasama akan lebih solid bila negara-negara
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tersebut memiliki komitmen yang sama dalam memberantas korupsi sebagai wujud
keseriusan tersebut, maka pada tanggal 9 Desember 2003 bertempat di Merida, Mexico telah
ditandatangani United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang
ditandatangani oleh 133 negara.

Pada tataran dunia internasional, UNCAC merupakan the first legally binding global
anti corruption agreement, yang mengutamakan prinsip kesamaan kedaulatan, persamaan hak
dan integritas teritorial, serta prinsip non-intervensi. UNCAC mengikat setiap negara anggota

PBB yang telah meratifikasinya.Akan tetapi, dalam sistem hukum civil law masih

undang baru yang menggantikan s m undang-undang tersebut. Atas
dasar uraian di atas, jelas ppat ahli hukum pidana yang
mengemukakan bah serta-merta berlaku
dan memiliki ke N : erkara korupsi di

Indonesia deng

undang-und - ¢ ) atio =T, 1on Against
Corruption nyaliresid s AB. Secara
umum, - ' '
signifikan

nasional daM

pemerintah maupu akukan. Misalnya

saja terkait kasus dugh fiden Partai Keadilan
Sejahtera saat itu, LHI emang seperti tindak
pidana korupsi berupa suap pada um o1la dicermati lebih detail, menurut
penulis ini bukan tindak pidana korupsi berupa suap pada umumnya. Dugaan tersebut
menarik, karena belum pernah ada sebelumnya dalam peraturan perundang-undangan di
Indonesia jenis tindak pidana korupsi berupa memperdagangkan pengaruh.

Oleh karena korupsi merupakan tindak pidana yang bersifat sistematik dan merugikan
pembangunan berkelanjutan, sehingga memerlukan langkah-langkah pencegahan dan
pemberantasan yang bersifat menyeluruh, sistematis, dan berkesinambungan baik pada
tingkat nasional maupun tingkat internasional khususnya mengenai masalah yang baru yang

bisa dikategorikan sebagai korupsi yakni  Trading in Influence (memperdagangkan
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pengaruh). Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan
penelitian yang dituangkan dalam bentuk penulisan hukum dengan Tema : “Delik Trading In

Influence Dalam Pembaharuan Tindak Pidana Korupsi”.

METODE PENELITIAN

Metode Penulisan skripsi ini menggunakan tipe penulisan normatif. Pengumpulan
bahan hukum pada penelitian ini dengan melakukan penulusuran kepustakaan baik berupa
bahan hukum primer maupun skunder yang relevan dengan topik permasalahan yang telah

dirumuskan menjadi satu kesatuan dan k asi menurut sumber dan hierarkinya untuk

dikaji secara komprehensif. Sy gakan dalam penelitian ini yaitu

bahan hukum primer dan | jmer adalah bahan hukum

n hukum sekunder,

Indonesia.

Trading i1 % Oriips ' digambarkan
dan dipahami, vl
menerapkan ketenf® Engaruh, seperti di
Perancis, Spanyol dan B gara di belahan dunia
lain juga enggan untuk cMara yang meratifikasi
Konvensi CoE seperti Swedia, Denmalk, dan Inggris mereservasi (meniadakan atau
mengubah akibat hukum) konvensi yang terkait dengan trading in influence. Di Swedia,
sebagian besar kasus yang terkait dengan trading in influence yang diatur dalam Pasal 12
CoE dijerat dengan ketentuan pasal suap biasa. Artinya, trading in influence digolongkan
sebagai tindak pidana suap yang bisa dijerat dengan pasal penyuapan. Sedangkan Denmark
memandang trading in influence sebagai perbuatan yang berkaitan dengan suap di sektor
swasta, jadi tidak bisa menjangkau perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pejabat publik

(public official). Bahkan di Inggris, trading in influence tidak diatur secara tegas dalam
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hukum negara tersebut dengan alasan kriminalisasi terhadap perbuatan tersebut dapat
mempengaruhi aktivitas pelobian yang diakui (acknowledged lobbying activities). Demikian
pula halnya dengan Swedia yang tidak menjerat semua pelaku trading in influence karena
kriminalisasi terhadap perbuatan ini dapat menimbulkan konflik dengan hak atas kebebasan
berekspresi mengingat aktivitas lobi-melobi (di negara tersebut) tidak dipandang sebagai
perbuatan ilegal

Walaupun pertimbangan di beberapa negara di atas yang menganggap perdagangan

pengaruh dalam bentuk lobi-lobi menyulitkan untuk dikriminalisasi karena merupakan bagian

mengabaikan kepentingan 5k y jika lobi tersebut dilakukan

pada sektor swasta dg P e h Kihah ' , maka hal tersebut

alam hubungan
) tahun dan paling
lama 9 (sembilan) tali® dan paling banyak
Kategori IV.

Karena didalam pasal 691 Ranca itab Omdang-Undang Hukum Pidana menurut
hemat penulis belum mencerminkan hubungan Trilateral dan adanya kekurangan seperti : 1).
Tidak dijelaskan secara jelas siapa si pemberi dan siapa si penerima atau masih ada
kerancuan didalamnya. 2). Dalam Pasal 18 UNCAC dikatakan dengan jelas bahwa harus
berisi tentang trilateral relationship, tetapi di dalam pasal 691 RUU KUHP masih belum
secara tegas dijelaskan, hal ini akan mengurangi kaedah yang terkandung di dalam pasal 18

UNCAC karena salah satu hubungan yang terpenting didalamnya tidak tersentuh.
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Keterkaitan Delik Trading In Influence Dengan Delik Suap DalamTindak Pidana
Korupsi

Trading in Influence atau dalam bahasa Indonesia disebut memperdagangkan atau
memanfaatkan pengaruh yang diatur dalam UnitedNations Conventions Against Corruption
2003 ialah hal yang benar-benar barudan belum dikenal dalam Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.Namun, trading in influence ini diatur dalam United Nations Convention

AgainstCorruption Tahun 2003 yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-

di perkiraka as atau otoritas
publik dari neg . penhasut asli
tindakan tersebd b). %
official or any oth 3 age for himself or
herself or for another p : ) son abuse his or her
real or supposed infludge 7 oy inistration or public
authority of the State Party an undue adve®ge, (pubIk atau orang lain, secara langsung atau
tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak semestinya atau untuk dirinya sendiri atau untuk
orang lain agar pejabat publik itu, atau orang lain itu menyalah gunakan pengaruhnya yang

nyata atau di perkirakan dimilikinya, dengan maksud memperoleh dari otoritas administrasi

atau otoritas publik dari negara peserta suatu keuntungan yang tidak semstinya).>

'Andi Hamzah. 2012. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional,
Cetakan 5. Raja Wali Pers depok. H 333
% Ibid. H 63
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Menurut penulis, hal ini berarti "manfaat atau keuntungan yang tidak semestinya"
(undue advantage) dalam United Nation Conventions AgainstCorruption tersebut mencakup
lingkup yang luas, mulai dari insentif yangdijanjikan atau ditawarkan kepada pejabat publik
atau orang lain, sampai segala bentuk yang menempatkan pejabat publik atau orang lain
dalam posisi yang lebih baik (diuntungkan) atas kebijakan-kebijakan yang diarahkan di
sektor publik dengan menyalahi prosedur atau mekanisme legal yang ada. Bentuk dari
"manfaat atau keuntungan yang tidak semestinya" tersebut adalah sesuatu yang nyata atau
berharga, seperti uang, benda berharga, posisi politik, promosi jabatan, dan sebagainya. Di

samping itu, “manfaat atau keuntungan yanggdak semestinya” dapat pula tak berwujud fisik,

seperti informasi, kenikmatan seksya

Terkait perumusan 1 termasuk delik formil
ataukah termasuk deld ila yang disebut atau
yang menjadi po 1Y . uan macam itulah
yang dianggap £ Atk t p penting untuk

masuk peg kal g menjadi

caranya seseorang
dengan memberi janji, Sama halnya dengan
rumusan pasal 18 huruf 7 juga termasuk delik
formil. Cukupdengan terbuktinya sesc® lavat publik tersebut menerima atau
meminta manfaat yang tidak semestinya oleh orang lain atau pejabat publik, maka sudah
dapat dikatakan melakukan tindak pidana korupsi.

Kemudian yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau
sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan ataupun

kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang sedang

s Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, h. 75
4 Ibid, h.76
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dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan selain dari maksud

diberikannya kewenangan ataupun kekuasaan, kesempatan, atau sarana tersebut.

Unsur selanjutnya adalah “dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian
Negara”. Dalam ketentuan ini, kata “dapat” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi
merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya
unsur-unsur perbuatan yang telah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.” Kemudian
apa maksud kata “merugikan” Merugikan berarti menjadi rugi atau menjadi berkurang atau
menjadi susut atau menjadi merosot. Dengan demikian, yang dimaksudkan dengan unsur

“dapat merugikan keuangan Negara atau j onomian Negara” adalah menjadi rugi atau

menjadi berkurang atau mgcas erosot keuangan Negara atau
perekonomian Negara.®

adalah kehidupan

karena jabatan a

influenceini lebih K& dianggap ada (real
orsupposed influence).

Berkaitan dengaff memperosg di atur dalam Undang-
Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mengenai ketentuan meperdagangkan pengaruh
merupakan hal yang baru dan belum di kenal dalam tindak pidana korupsi di indonesia.
Bahwa hal tersebut selaras dengan pernyataan para ahli di bawah ini: 1). Ketua Peneliti Pusat
Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Bapak Miko Ginting mengatakan “bahwa

hingga saat ini, Hukum positif dilndonesia belum mengakomodasi ketentuan perihal

> Ibid, h. 51-52
¢ Ibid, h. 43
7 Ibid.
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“memperdagangkan pengaruh” atau trading in influence” yang kondisi ini membuat vonis
hakim terhadap para pejabat negara yang diduga melakukan tindak pidana korupsi melalui
modus memperdagangkan pengaruh menjadi tidak sesuai alias lemah.® 2). Menurut Sutomo
Paguci bahwa UNCAC ini telah diratifikasi oleh Indonesia dengan UU No 7 Tahun 2006
tentang Pengesahan UNCAC 2003. Namun klausula "trading in influence” UNCAC dalam
UU No 7 Tahun 2006 tersebut belum dapat diimplementasikan karena belum dijabarkan
lebih lanjut dengan perundangan organik.’ 3). Bahwa Romli dan Eddy OS Hiariej dalam
VERSI CETAK ARTIKEL diterbitkan di HARIAN SINDO, 16 OKTOBER 2017, HLM 7,
mengatakan bahwa dikarenakan ketentuan kriminalisasi dalam UNCAC 2003 belum

N
dimasukan dalam peraturan ﬁerundan%—undangan di Indonesia maka Dalam RUU
pembaharuan hukum kedeﬁan zang merugakan tindak laniut ratifikasi UNCAC 2003

dimungkinkan untuk mengkriminalisasi beberapa perbuatan pidana termasuk antara

lain trading in influence, illicit enrichment, dan surveillance. t Andi Hamzah
e . (T

bahwa delik 7 o ) UNCAC 2003

Peraturan

haruan hukum
pidana diatas { ing influence
sebagai objek tentang objek
kajian delik tradin® sout lebih luas dari
delik penyuapan, karen® ata atau diperkirakan
(real or supposed infly puai dengan kemauan

pemberi suap)®.

KESIMPULAN DAN SARAN

8

https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2016/09/21/11204741/
uu.tipikor.punya.celah.ketentuan.trading.influence.belum.diakomodasi Di Akses tanggal 9 Juli 2019

’ https://www.kompasiana.com/sutomopaguci/552a83e76ea834341e552¢cf6/menimbang-kriminalisasi-
trading-in-influence?page=1 Di akses tanggal 9 Juli 2019

10 http://www.negarahukum.com/hukum/romli-atmasasmita.html Di akses tanggal 9 Juli 2019

"Andi hamzah, pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional.PT Raja
Grafindo Persada. h. 251.

2Febri Diansyah juru bicara KPK dalam tulisannya dikompas.com dengan tema berdagang pengaruh
politik. https://ombudsman/r/artikel--dampak-trading-in-influence--pada-pelayanan-publik-di-kemenag diakses
pada hari senin tgl 8 Juli 2019 pada pukul 02.00 WITA
13 Op.Cit. Romli Atmasasmita hal.12
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Bahwa dari hasil penelitian yang penulis dapatkan ada 3 macam Bentuk Trading In
Influence yang sangat berpengaruh dalam pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia yakni
model Trading In Influencesecara vertikal, model Trading In Influence secara vertikal dengan
calo, dan model Trading In Influence horizontal. Adapunmetode mekanisme pembaharuan
hukum terhadap delik trading in influence di Indonesia Metode Evolusioner/Evolutionary
Approach Metode ini memberikan perbaikan, penyempurnaan, dan amandemen tehadap
peraturan yang sudah lama ada. Meftode Global/Global Approach Metode ini dilakukan
dengan membuat peraturan tersendiri diluar KUHP, misalnya seperti undang-undang baru

tentang tindak pidana korupsi secara umugh Metode Kompromis/Compromise Approach

Metode ini dilakukan dengan cara_ing# adiri dalam KUHP mengenai tindak

pidana tertentu. Bahwa da influence dengan delik suap
dalam tindak pidang sama akan tetapi

jangkauannya de N ; “penyalahgunaan

caranya ScC§

melakukan tindaka
bersifat perubahan mad
undang-undang dalam Kctetuan yang baru dari
Konvensi PBB United Nations Conve
belum tercantum dalam peraturan perundang-undangan pemberantasan tindak pidana korupsi
di Indonesia guna sebagai pembaharuan hukum kedepan. Bahwa Perlu ditambahkan
redaksional pasal tentang trading in influence dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
supaya tidak ada kekosongan hukum apabila terjadi kasus terkait perdagangan pengaruh.
Karena akhir-akhir ini marak sekali kasus frading in influence baik oleh pejabat publik
maupun orang biasa.
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